LE . : N
MBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAH
\HUN 2003 NOMOR : 6 SERI:D.5

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2093
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menim
b .
ang :a b'fahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
di daerah secara berdaya gund dan berhasil guna dalam dan
intahan yang efektif dan efesien,

rangka mewujudkan pemerin
perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang

luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh

kewenangan yang ada;

b. bahwa dengan telah diselenggarakanny2 tugas-tugas
dikan dan Kebudayaan Kota

pemerintahan oleh Dinas Pendi
yang ditetapkan dengan Peraturan

Padang Panjang :
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisas
1 erintah Kota padang

Kerja Dinas Daerah di Lingkungat Pem!
i gan perkembangan dan tuntutad

kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susuna®
dikan dan Kebudayaan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendi

¢ bahwa berdasarkan pertimbanga? se an
huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daersh T2
ben

Padang Panjang tentang Pem .
Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

. 1. Undang-undang Nomor 8 Tan? 1956 tentang Pcmb}f:‘:’li‘na;
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkunga® rah ProP
Sumatera Tengah (Lembara? Negara Tahuf

Tambahan Lembaran Negar2 Nomor 962); 316




T -— A d

-pokok
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentla9n7g4 P:Iioﬁoll)' 55
. Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun b eoaimana telah
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) se3 agTahun 1999
diubah ' dengan Undang-undang Nomor 4169 Tambahan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor )
Lembaran Negara Nomor 3890);

Sistem
. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tf;?;%‘l omor b,
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tz?hun
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

rintahad
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang6l(’)eﬂ%zm e
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Lembaran Negara Nomor 3839);

Perimbangall
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenta{c‘f 2h (Lembarad
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Da

Negard
aran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lemb

Nomor 3848).

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun19;g Nomor 36,
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun bagaimana ¢
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebag

998
Tahun 1
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59% Tambahan
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90,

L

embaran Negara Nomor 3763);

0 tcntaﬂg
- Peraturap Pemerintah Nomor 29 Tahun 199
Pendidikan M

0 Nomor
enengah (Lembaran Negara Tahun ]szgagaima“a
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) 756
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom
1998 (Le

an
Tambah
mbaran Negara Tahun 1998 Nomor 91,

Lembaran Negara Nomor 3764);

entﬁng
- Peraturap Pemerintah Nomor 12 Tahun 19199191 tNomor
Pendidikan [ya, Biasa (Lembaran Negara Tahun
94, Tambahay Lembaran Negara Nomor 3460); .
entant
- Peraturap Pemerintah Nomor 25 Tahun 209 oi :ebagﬂl
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propmljomor %
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Tambahap Lembaran Negara Nomor 3952);




10. Pera 1 | edoman
tm lPemenntah Nomor 84 ahun 2000 tentang P
O‘gamsas Per angkat a

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Tahun 2000 Nomor

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan S
197, Tambahan

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana i

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33

Lembaran Negara Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan D2
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentand
Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggarad®
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
Teknik

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tuk
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Béﬂmh
Rancangan Undang-undang. Rancang Pcmeﬂa‘;l
dan Rancangan Keputusan Negara Tau?
1999 Nomor 70);

16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahut 2001 tentang Tata Car
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Dacrall

Kebudayaan Nomof

17. Keputusan Menteri pendidikan dan nseel
023/0/1997 Tahun 1997 tentand Tugas dan Fungs!
Kegiatan Belajar;
0
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun éﬁo
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja perangkat Dacr™
318



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 33:‘;;
21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Maten
Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

G
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJAN

MEMUTUSKAN: F

G |

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG P;N%ﬁ A |
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DA

G
KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADAN
PANJANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. dan
' . lan R ; : adalah B2
Logislafif Dycs akyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD

- Kepala Daerah agalah, wyfjy
) wakﬂKePalaDaerahada] ota Padan

4 -

5 g Panjang,
6. Sekretaris Daerah ada] ah

7

8

9

Sathakil Walikota Padang Panjang.
! Lo ckretaris Daerah Kota Padang Panjang.
: E?pﬁ:gﬁlagﬂ;gn adalah Dinas Pendidikan Kot Padang Panjang.
Unit Pelak alah K, Ua Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Jaksand
) . 245N Teknjs Pgnas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur p¢
lnats Pengldlkan di lapangan, . nal i
ingk . >31@n - Fungsjong adalah Kelompok Jabatan Fungsio
11 Iéltn ¥ Dornas Pendidikan Kota Paian Panjang, an
- Jtonomt Daerah gg1,p g Fanjang, d

mengurus kepentip, CWenangan Daerah Otonom untuk mcnga““arkan



3. Kew .
o mk"“;‘}‘f::npemenntah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah
Pemerintahan.mkan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan

BAB Il
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

)

ngan .

Pendidmai?rama" Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kema

Q) p

mben :

fuk mt:.}(an Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

Melipyti yelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang
11 (sebelas) bidang kewenangal wajib dan 10 (sepuluh) bidang

€
Wenangan lainnya

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Diy,

3 Pengig:

*Oran idikan adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah yand dip al ‘B acrah
ung jawab kepac? Kepaid

g
el ;
Clalyj g eepala yang berada di bawah dan bertangg
Ctaris Daerah.

Bagian Ketigd
Tugas Pokok dan F ungsi
M Dip Pasal 4 i
:an kewer
melaksanakal sebaggl“ah s dan

a3 Perq: 1-
g't"“()mie “{‘;d“‘a“ mempunyai tugas pokok
Thustaygy o YA di bidang Pendidikan,



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P
ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungs; : . . _ e
a perencanaam, perumusan  kebijakan  teknis  dj Bidang Pendidikan,
Kepemudaan, olah raga dan perpustakaan;
pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; |
pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendidikan. uai |
pelaksanaanserta tugas-tugas lain yang diserakan Kepala Daerah ses
dengan bidang pendidikan, kepemudaan_ olah raga dan perpustakaan.

oo o

BAB 11
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal §

‘-'":r‘(m'-b
cC
3 B
lw]
(7]
-

UPTD Perpustakaan; dan
k Jabatan F. ungsionaj

- . - da
@) ]Bagap Susunan Organisasi Dipgs Pendidikan adajap sebagaimana tercanturm ‘::
ampiran dan merypay,, bagian yang tiga) terpisahkan dari Peraturan Daerah ink



Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Bagj |
k:;g:l; S:ﬁ:?uhUsaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrast
Urisan umum daia tuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang meliput

o perlengkapan, keuangar, kepegawaian dan pelaporan.

Un P
Bag:n l'}lenye]enggaraka“ tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal nt,
ben ata Usaha mempunyai fungsi :

mg:}o:aan program administrasi umum dan perlengkapan;

pen lo aan program administrasi kepegawaian;

pelapor2an program keuangan;

pelak::nnaan program pelaporan; dan

aan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

oo op

Pasal 7

Bag:
aagls;ln Tata Useha, terdiri dari
¢ Sup gagfan Kepegawaian;
L Sup p orn Keuangan; dan
38ian Pelaporan.

Pasal 8

(l) S
ub Boo:
. 2aglan Umum mempunyai tugas meny

ar m

. :{:ksanakan urusan surat menyurat, e
kantor masl perjalanan dinas, kerumahtanggaar, peralatan . P
> Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum serta kehumasat.

(2) Sub Bao:
Dogawg, s ocpegawaian mempunyai tug2° an
an ¢ h an penyusunds

dalam arti melaksanakan penwapafi! E:?k a]a’p ~uti, kesejahteraa?

kebu
Pegayq; 4 Po8awai, pendidikan dan latihan, gajt Ov ™ aksana.
a, kehadu-an dan admi nistrasi kepegawaian, organlsaSI dan tata

Kkeuanga?

(3) S '
ub .
dalanl,3 %lan Keuangan mempunyai tugas menyelcnggafak rtanggungl
dan | arti melaksanakan penyusunan anggarar, pembukuar pe
poran keyan penyu
gan.

elenggarakan program
kearsipan, ekspedisl, penggandaam



(4) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program pelaporan

dalam arti menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan semua laporan dari
masing-masing sub dinas dan sekolah-sekolah.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Perencanaan

Pasal 9

perpustakaan; .

b- Penyusunan * gan pengkoordinasian perencanaan di bidang pendidika®
kepemudaan, oJa} raga dan Perpustakaan; - idane
pendataan; Yelenggaraan program kebijakan :

d. Penyusunan dap Penyelen . is di bidang rencané
dan prograr: Yelenggaraan program kebijakan teknis di L

C. Penyusunan g, penyelen y knis di bidan

. monito.n'ng dan evaluas)i,; danggaraan program kebijakan te .

'+ pemOmitoran Pengevaluasian Pelaksanaan perencanaan di bidan

daan, olah raga dan kepustakaan

Pasal 19
Sub Dinas Peren(;anaan terdiv: .
a.  Seksi Pendatagr, erdiri dari

b. Seksi Rencana ga;, )
C. Seksi Monitop g Program, dan

Pasal 11
1) Seksi Ppe ' o
pengolahan analisis s Pend.idikan dalam arti melaksanakan peflgumgalam
sekolah, Pendidikap ), Penyajian data Yang menyangkut pendidikan g
data infon‘nasi demog:ai‘lek > gene'rasi muda_’ olah raga dan siswa, pf::j)l;ung
dengan Perencanagp pen didsii(az Onomi, sggja) dan lain-lain yang ber



() Seksi Ren
mengkoor dinc:xnsiaka:an Program mempunyai fugas menyelenggarakan dan
mempersiapkan rencana dan program Dinas Pendidikan dalam arti
Pendidikan yan penyusunan rencana dan program serta proyeksi perkembangan
Pembinaan genz‘ir‘:s?ﬂyangkut pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah,
berhubungan den i muda, olah raga, pembinaan Kesiswaan dan lain-lain Y208
gar penyusunan rencana dan program pendidikan.

(3) Seksi
i Monitor
mengkoozhl}:lt :snllfagn dan Evaluasi mempunyai tugas menyel
Memonitor dan program monitoring dan evaluasi Dinas Pendi
mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana dan progra®

Pendidikan
serta melaporkan data dan informasi hasil monitoring dan evaluast.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pendidikan TK dan SD
) Sub bi Pasal 12
.0 Dluag : o .
Dinge . Pendidikan TK dan SD mempunyai (Ugas melaksanakan sebagt® tgas

as Pendidi .y
( idikan di bidang Pendidikan TK dan SD-
a ayat (1) pasal itk

)y
ntuk
en
yelenggarakan tugas sebagaimand dimaksud pad

Sub D.
Inas .
N PenYuszxe::"d'kaf‘. TK dan SD mempunyai fungs’ : . T
b gan SD: kebijakan teknis dan penyelenggaraan program jurikulur®
. Penyu
¢ tenagaS ltl:l?:iskTegjaka" teknis dan penyelengear®®” program ten26% gors &7
© Penyus dan SD; dan
Tasara‘:ln an  kebijakan _teknis dan penyelengga@® progra™ sarana
a pendidikan TK dan SD.
Sup Dip Pasal 13
q, as Pendid:
Ser.- . endidik
b €Ksj . an TK .. ..
c: Se si in“kagulum TK dinans?)]? terdiri dari
eksj 'Saran:dGum dan Tenaga Teknis TK dan SD; 427
an Prasarana Pendidikan TK d2 SD.
1) g pasal 14
881 Kun
Kuriy) Unkulum TK dan SD mempunyai 4825 menye'e“gg.ara:lan pr'ﬁﬁlr:mm
Kurikulum nasmnk;l calen der

g 0 T
Vatan loklf dan SD dalam arti pelaks® lo
‘ al, melaksanakan penyusun muatan




T s belajar
pendidikan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan prose

1 i Sekolah Dasar
mengajar, evaluasi belajar, penyelenggaraan Ujian Akhir SD dan
Luar Biasa (SDLB),

. -
(2) Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD I::nmgl‘;nza]am i

menyelenggarakan program tenaga guru dan tenaga teknis TK o data tenag?
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penylig SDLB sert?
guru, penjaga sekolah, kepala sekolah dan tenaga teknis TK,SD,
pemerataannya term;

. dan SD9
asuk pembinaan Tenaga Guru dan Tenaga Tckmis an:a Sp dan
SDLB serta melaksanakan pembinaan tenaga perpustakaan, koperasi p
SDLB.

(3) Seksi Sarzna dap Prasarana P
menyelenggarak:

edung,
menginventarisir dan menata tangngB
aran lainnya pada TK, SD dar
ustakaan, koperasi pada SD dan SDLB-

Bagian Kelima

Sub Dinag Pendidikan SLTP dan SLTA

T 1 : - LTP
4. Penyusunap kebijakan teknis dar:empunya‘ fungsi : S

. -
i naga 8
tenaga tekpis SLi‘p 3“ teh}';fizn Penyelenggaraan program tenag
¢ Penyusunan epjiia .- dan

an teknis dap,
dan Prasarana Pendid; P da‘:neg{,?ll‘zl

ggaraan program pengadaa®




Pasal 16

3ub Dinas Pendidikan SLTP dan SLTA terdiri dari :

2 Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA; . dan
b. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan SSLLTI'AA’

® Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan '

Pasal 17
. arakan program
) Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA mempunyai tugss me“yele“l B jum nasions
. ;" melaksanakan Kur memantall,
Kukulum SLTP dan SLTA dalam arti

der pendl . 'ar,
pengembangan kurikulum muatan lokal, kalend mengajar; evaluasi beld)
~ngendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar i nasional SL
o Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian akht
SLTA,

LTA memp om
@ Sekgi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLT:g adtaenkmi P dan SLTA &
lnenyelenggarakm rogram tenaga gurs dan ten g
. cnas unan TA
% melaksanakan ppengumpulan, pengolahan, Peznya“;a s SLT?, SL
e 8uru, penjaga sekolah, kepala sekolah dan t "
pemerataa‘mya termasuk pembinaan tenagd guru
Serta Mmelak

i tenaga perp
dap SLTA. sanakan pembinaan tenag

®) Seks; Sarana dan Prasarana Pendidikan SLT‘;agagrasarana pen gt dats,
menyelenggarakan roeram pengadaan saranad ulan dan s
n SLT dalamp axgtlr melaksanakan pen engadaan a
menge"'aluaSi dan memonitot, pelaksanaanemgerdayaa“ bijakan perlt’fﬂ“‘«iazill
Men an,  menyusun ~ pedoman }:ian pelaksanadh o . as’binaan
Yelen di mbinaan ung, em
i TP dan

Pendig



Bagian Keenam ] .
Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya,
Pemuda dan Olah Raga

Pasal 18

empunyai fungs; -

4. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
pendidikan Jyar sekolah;

i bidas
b. Penyusunan kebijakan teknjs dan penyelenggaraan prog ¢
pendidikan seni budaya; di bidad
C.  penyusunap kebijakan teknis dan penyelenggaraan pro
; dan

; bida
gram di

di bidan

keolahragagy j teknis dan penyelenggaraan pro

a.  Seksi Pendidikan L
Seksi Pendidikan S::ir 331301311.;
& Seksi Kepemugagy. go 02

Seksi Keolahrag > fan

aan,
( Pasal 20
1) Seksi Pendigjj
pendlchkan lua?-n L;zrah kolah mempunyal tugas menyelengg ::
pengembangan 1

> Menyygyy g 2t melaksanakan Pc“data?n’dag o
melakukan bimbip, an un dfm menyebarluaskan petunjuk feh"s . nye]engg . g£
Program Pendig; s teknis Serta  mengeluarkan perizinan P der )

: sama bag /
3 uar - Sekol i tk kerja se
g ah, meningkatkan 3
o el 8erak dibidang pendigikan Luar Sekolah 5%
1J1

——— TR

. a.
Pendidikan luar sekolah dengan dunia 1




(2) Seksi
Pendidikan Seni
pendidikan  seni eni Budaya mempunyai fu
seni i gas men elenggarakan
. Pengembangan, pe: U:‘:ya di sekolah dalam arti me?aksaffkan pegzé’::
gawasan dan pelestarian pendidikan senibudayadisekolah.

|
|

®) Seksi K
dalam ;ge';:?aia;nr:kmpunyai tugas menyelenggarakan program
?:l'gawasan program an pendataan, perencanaan, pengembangan, evaluasi dan
mﬁlyusun dan m enw;a‘?“a dan prasarand pemberdayaan program epemu
dendomng Kegiatan arluaskan penmjuk teknis kepemudaan, menumbuhkan dan
¥0gan organisasi/l dan orgamsasi kepemudaan melakukan kerjasama
embaga yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaat-

) Seks;
Keol
am mal:p;gdz;an mempunyai tugas menyelenggarakan program keolahragaal
Pengawasan taan, perencanaan, pelaksanaan, pengembanar. evaluasi 420
Melaksanakan Ptl':)gra.m, sarana dan prasarana, organisasi keolahragad®
imbingan teknis termasuk  menyusu? an menyebarluaskan
1Y | serta melakukan kerjasam?

Juk tekni
dengan orgmﬁ:a:ieolahfagaam mengeluarkan perizinan
yang bergerak di bidang pembinazl keolahragaal:

Bagian Ketujub
SKB)

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (
1)) UPTp Pasal 21
Per s, San . i
Q) Ue;glbdikan el Kegiatan Belajar adalal polaksana 5028 gas D7
Kb it o e o ayat (1) Posi dipienpit O o pinss
®ndidikap, yang berada di bawah dan beriangguné jawab kepada K
(1y pasal 22
Per San ) ] mbuata®
Sekcontohangggr Keglatan Be]ajar mempu_nya] tugas melalﬂﬂ(andigikan Juar
Olah, p an pengendalian mutu pelaksanaa“ pro per
Q) Ungy ®muda dan olah raga.
) men . t (l)
a Sangge;rengga.raka“ tugas sebagaim?1% dimaksod pade &7
Penumpy, Kegiatan Belajar mempunya fungs!- Jkat dala® rangh®
b, ®erciptan an dan pemberian motivasi belajar masy?r
Pembey; ya masyarakat gemar belajar; unydl e‘“a‘.lan
didik dalam pelak
328

Cm
ampuan menjadi tenag? pe

m
‘ “Mbelajarkan;




idi da dan
c. pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemu
olah raga;

jar lokal;

yusunan dan pengadaan sarana bplaﬁr ;
g:yediaan sarana dan fasilitas belajar; . tior dalam bidang
pengintegrasian dan pensingkronisasian kegiatan sektor
pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga, endidikan lvar
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana p
sekolah, pemuda dan olah raga; dan
h. pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

oo

Qe

(3) Susunan Organisasi UPTD §
a. Urusan Tata Usaha; dan
b. Keloinpok Jabatan Fungsional.

anggar Kegiatan Belajar terdiri dari :

Pisal 23
v : . aimana
Bagan Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebag
tercantum pada lamp

. ; Peraturad
iran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Daerah ini. | |

Bagién Ktdelapan
UPTD st tp

|

. . b 1 Seorang

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pag, ayat (1) Pasal ini dipimpin O:ShDinaS' ‘
Kepala Unit yang berada g; bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Pasal 25 5
(1) UPTD SLTp Mempunya; ) iar pendi |
umum di tingka SLTP, 8as melaksanakap proses belajar ;

€ yai
a. pelakSanaan . ’ _ -
tingkat SLTP, gop  "2Sional dan muatan lokal pendidi
 Pengelolaan urygay ketatausahaan SLTP.



(3) Susun N
" Uan Organisasi UPTD SLTP terdiri dari:
b K“lsan Tata Usaha; dan
: °1°mpok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagan §
dmy an Organisasi UPTD SLTP adalah sebagaimana tercanturt pada lamptr®®
Daerah ini.

Merupakan bagj
bagian yang tidak terpisahkan dari Peratusa

Baglail Kesembilan
upPTD SLTA
) Uprp pasal 27
pendld“(sali;TA adalah pelaksana sebagian tugas Dinas pendidikan di bidang
@ Uppy umum tingkat SLTA.
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